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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Salah satu dari sekian banyak adat perkawinan suku Sasak Lombok
khususnya di Desa Prabhu adalah melalik. Ini adalah perjanjian bersama di
mana seorang pria dan seorang wanita menikah, berencana untuk
melarikan diri dari rumah suatu malam, dan setuju untuk menetap di sana.
bale penyeboan (Persembunyian). Melalik adalah salah satu pilihan
pernikahan dalam budaya tradisional Sasak. Perkawinan ini masih
dipraktikkan di kalangan suku Sasak Lombok, khususnya desa Prabhu.

Perkawinan antara bangsawan dan non bangsawan dianggap
menyimpang, artinya disebabkan oleh disparitas antara perempuan dan
laki-laki.Kita membutuhkan sistem endomarriage yang berlangsung. Hal
ini untuk menjaga agar keturunan kaum bangsawan tidak mudah dibuang
oleh kelompok lain, dan agar suku dan kebangsawanan mereka dapat
dipertahankan atau dipelihara dengan baik sesuai dengan aturan yang
mengatur  kaum  bangsawan. Juga, tujuannya adalah  untuk
mempertahankan warisan yang dimiliki keluarga.

2. Pemecahan masalah dalam hal perkawinan antara bangsawan dan non
bangsawan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

a. Dilakukannya ebelas (memisahkan)
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b. Pihak mempelai wanita akan dibuang

c. Diberikan batas waktu

d. Diperbolehkannya melakukan sorong serah aji krame

B. Saran
Saran penulis kepada masyarakat Desa Prabu, Kecamatan Pujut dan

Kabupaten Lombok Tengah khususnya yang menganut hukum adat agar
terbuka terhadap perubahan dan tidak terlalu panik terhadap hukum adat.
Derajat kita sebagai manusia tetap sama di hadapan Tuhan. Kita umat Islam
perlu menyadari bahwa adat harus mengikuti agama, dan adat tidak boleh
bertentangan dengan agama. Alangkah baiknya jika pernikahan antara
bangsawan dan rakyat jelata diselesaikan dengan cara yang baik, tanpa
seorang pria non-bangsawan menikahi dan meninggalkan anak-anak yang

sudah menikah.
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